
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanam Pembrngunan Nasional

SAI,INAN

KXPTM-}SAN Mf,NTERI PERENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL/
KXPAL\ BADAN PERENCANAAN PEMI}ANGUNAN NASION I,

NOMOR KEP.102 /M.PPN /HK/ OA/ 2O1A
Tf,NTANG

PEMBDNTUKAN PANNA ANTAR KEMENI'ERIAN/NON.KEMENTERTAN PEI.IYUSUNAN

RANCANGAN PIiRATURAN PRESIDEN TINIANG STRATT]GI NASIONAI, KXI-ANJTITUSTAAN

Meninrbang bahwa dalam rangka rrrengamsutamakan kelanjutusiaan untuk
mewujudkan lanjut usia yang sejahtera, mandiri, dan
bemrarlabat perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden

tentanS StrateSi Nasional Kelanjutusiaan sebagai dasar

perencanaan pembangunan;

bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 7 7 lentz.ng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 7b
Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang,

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menganranatkan kerlentelian sebagai pemrakarsa untuk
rnembentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian
dalarn penyusunan rancangan peraturan presiden;

bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana tercantunl
dalarn humf a dan humf b, perlu membentuk Panitia Antar
Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;

bahwa pejal;at dan pegawai yanS nanlanya tercantunt dalam

Lanrpiran Keputllsan ini dianggap ntampu dan memenuhi
persyaratall untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

an5fiota Panitia Antar Kenrerrterian./Non Kenrenterian

Penyusunan Rancangan Perzturan Presiden tentang StrateSi

Nasional Kelanjutusiaan;
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Mengingat

MENI'ERI PIRENCANAAN P}]MI]ANGI]NAN NASIONAI,/
KEPAL  BADAN PT]RI]NCANA N P}]MBANGUNAN NASIONAL.



Mengingat

Menetapkan

PI]R'IAMA
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Undang-Undang Nomor 12 Tahrn 201'1, tentanS Penlbentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,frubaran Negara Republik
lndonesia tahun ZO11 Nor.nor 82, Tan'tbahan kmbaran Netara
Republik Indonesia Nonror 5234);

Peraturan Presiden Norrror 87 Tahun 2074 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang 1,2 Tahun 2077 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undanganl

Peraturan Presiden Nonlor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian NeSara;

Peraturan Presiden Nouror 65 Tahun 201 5 tentanS Kementerian
Perencanaan Perlbangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nonror 66 Tahun 2075 tentanr Bad^n

Perencanaan Pernbangunan Nasional sebagaimana telah diubah
denSan Peraturan Prcsiden Nomor 20 Tahun 2016;

Keputusan hcsiden Nontor I0 Tahun 2018 tentang Progratlt

Penyusunan Pemturan Presiden Tahun 2018;

Peratnran Menteri Perencanaan Pelnbangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Nonlor 4 Tahun

2016 tent^n8 Organisasi dan Tata Keria Kementerian

Perencanaan Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagainlana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perencan aan Pentbangunan Nasional/Kepala

Badan Pererlcanaan Pembangunan Nasional Notnor 6 Tahun

2077;

Peraturan Menteri Perellcanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencatraan Petnbal.tgunan Nasional Nomor 5 Tahun

2076 tentang, Perencaltaan, Pelaksanaan, Pelaporan,

Penrantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggatan;

MEMI.]Tt']SKAN:

KEPUTUSAN MINTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAIA I}ADAN PERENCANAAN PE,MBANGUNAN

NASIONAL TEN|ANG PH\4BENTUKAN PANITIA ANTAR

KEMENTERIAN/NON-KEMENT}]RTAN PEI{YIJSUNAN RANCANGAN

PERAruRAN PRESIDEN TENTANG STRATXGI NASIONAI,

KEr-A,NJUTUSTAAN.

MeIrbentuk Panitia Antar Kenlenterian/Non-Kelrrenterian
Pen),usunan Rancaugan Peraturan Presiden Strategi Nasional

Kelanjutusiaan, dengan susunan keanggotaan sebagainlana

tercalllunr dalanr Larttpiran Keputusan ini.
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KEDUA

KETIC]A

KEIN4PAT

: PanitiaAntar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan rancangan
Peraturan Prcsiden Strategi Nasional Kelanjutusiaan terdiri dari Tinr
Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

: Tin Pengarah bertugas menrberikan arahan kebljakan, nrengawasi,
membirnbing, menuntau kemajuan, dan memberi saran atau solusi
per?usalahan atas keSiatan pen)rusunan Rancangan Peraturan
Presiden tentanS Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

: PenanSgung Jawab befian13ung jawab alas pelaksanaan kegiatan
pen)'usunan RancanSan Peraturan Presiden tentanS StrateSi Nasional
Kelanjutusiaan, dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
kepada Tim Pengarah.

: Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan koordinasi dalanr rangka pen),usunan RancanSan

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;

b- mengumpulkan serta nrengolah data dan inlbmrasi yang

dibutuhkan dalant penyusunan RancanSan Peraturan Presiden

tentang StrateSi Nasional Kelanjutusiaan;

c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan RancanSan

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;

d. menyanrpaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim
Pengarah nlelalui Pe nan8Sung Jawab; dan

e. melakukan tugas adntinistratif dan tugas lain yang diperlukan
dalam rangka ntendukung kelancaran pen)'usunan Rancangan

Peraturan Presiden tentanS Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

: Segalabiaya yang diperlukan dalanr rangka pelaksanaan tugas Panitia

Antar Kernenterian/Non-Kellenterian Penyusunan Rancangan

Peraturan Presiden tentang Strate8i Nasional Kelanjutusiaan

dibebankan pada Arrggaran Pendapalan dan Belanja Negara

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2018.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut

sejak tanggal 4 Juni 2018.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 ASustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PNMBANGUNAN NASIONAL,

rtd
BAMBANG P.S. ITRODJONf,GORO

KE I,I]\4A

KEENAM

KETTItTH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita#l



SAI,INAN
I-{MPIRAN
Kf,PT]TIJSAN MI]NTERI PPN/
Kf,PAIl\ BAPPENAS

NOMOR K[P. 1 O2IM.PPN/HK/ 08 / ZO 78
TANGGAL 24 AGUSTUS 2018

SUSIJNAN KEANGGOTAAN
PANTIIA ANTAR K}],MIM'ERIAN/NON.KEMENTf,RIAN

PET{"YIJSUNAN PERATUR N PRESIDEN TENTANG
STRATEGI NASIONAI, K}]IANF]TUSIAAN

A. TIM PENGARA}I

Ketua

Anggota

u. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PEI-AKSANA

Ketua

Anggota

Menteri PPN/ Kep al^ Bappenas.

l. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas;

2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undanSan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
Kenlenterian PPN/Bappenas.

Dirrektur Perencanaan Kependudukan dan
Perlindungan Sosia[, Kemenierian PPN/Bappenas.

1. Kepala Birro Hukunt, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Direktur Penanggtiangan Kenriskinan dan
Kesejahteraan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Direktur Tena1a Kerja dan Kesempatan
Perluasan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah
dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kenrenterian PPN/Bappenas;

6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda
dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur Pendidikan dan Aganta, Kenlenterian
PPN/Bappenas;

8. Direktorat
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8. Direktur Hukunr dan Regulasi, Kententerian
PPN/Bappenas;

9. Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

I1. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukunr,
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukunr, Peftahanan d,an Keantanan;

72. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan
Lansia, Kementerian Koordinator Bidang
Pentbangunan Manusia dan Kebud,ayaan;

13. Kepala Biro Hukum dan Informasi dan
Persidangan, Ker.trenterian Koordinator Bidang
Penrbangunan Manusia dan Kebudayaan;

14. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat
Negara;

15. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kentiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan
Perenlpuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat
Kabinet;

16. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;

77 . Direktur Sinkronisasi Umsan Pemerintahan
Daerah IV, Kenlenterian Dalam Negeri;

18. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;

19. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia,
Kementerian Sosial;

20. Direktur Kesehatan Ke\nrga, Kementerian
Kesehatan;

2'1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kellenterian Kesehatan;

22. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perernpuan pada Situasi Darurat dan Kondisi
Khnsus, Kententerian Pemberdayaan Perenrpuan
dan Perlindungan Anakl

23. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kelnenterian Pekerjaan Umum dan Perunuhan
Rakyat;

24. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan
Rumall, Kenlenterian Pekerjaan Umuru dan
Perurlahan Rakyatl

25. Dircktur...
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25. Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat
Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerlaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

26. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

27. Kepala Biro ?erencanaan, Kementerian
Perhubungan;

28. Sekretaris Direktomt Jenderal Binapenta dan
Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian
Ketenagakerjaan;

29- Sekretaris Dircktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan SosiaI Tenaga
Kerja, Kementerian KetenaSakerjaan;

30. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,
Kenlen te rian Kete nagakerjaa n:

31. Asisten Deputi Peraturan Pentndang-undangan,
Deputi Bidang Kelentbagaan, Kementerian
Koperasi dan UKM;

32. Sekretaris Direkiorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
Kenrenterian Pendidikan dan Kebrdayaan;

33. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

34. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga,
Kementerian Pendidikan dan Kebuday aan;

35. f)irektur Bina Ketahanan Keluarga I'ansia dan
Rentan, Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;

36. Direktur Statistik Kesejahteraan Ralryat, Badan
Pusat Statistik;

37 . Direktur Kerja SarTra Hak Asasi Manusia,
Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum
dan HAM;

3a. Direktur Harmonisasi Peraturan PerundanS-
undangan, Direktorat Jenderal
HAM,Kementerian Hukum dan HAM;

39. Direktur lnstrulllen HAM, Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan, Kementerian
Hukum dan HAM;

40. Kepala Bidang Mated Hukutrt
Kementerian Koordinator Bidang
Hukunr, Pertahanan dan Keamanan;

Kepala Bidang Kesejahteraan
Kementerian Sekretariat NeSara;

Privat,
Politik,

Sosial,47

42. Kep^la
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42. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial, Sekretariat Kabinet;

43. Kepala Bagian Perund,ang-wdangan Birr
Hukurn, Kementerian Dalam Negeri;

44. Kasubdit Kesehatan, Direktorat SUPD lll,
Kenrenterian Dalanr Negeri;

45. Kasubdit Pengendalian Penduduk dan KB,
Direktorat SUPD IV, Kerltenterian Dalant Negeril

46. Kasubdit tdentifikasi dan Rencana Intervensi,
Kemerrterian Sosial;

47. Kasubdit Kesehatan lanjut Usia, Kementerian
Kesehatan;

48. Kepala Bagian Rencana, Kementerian
Perhubunganl

49. Kepala Bagian PerancanSan Peratumn
Perundang-undangan ll, Kenlenterian
Ketenagakerjaan;

50. Kepala Bagian Koordinasi Penyrsunan Peraturan
Perundang-undangan, Sekretariat Kenlenterian
Koperasi dan UK,VI, Ker.nenterian Koperasi dan
UKM;

51. Kepala Bagian Pengembangan Manajemen
Kinerja Biro Perencanaan, Badan Kepndudukan
dan Keluarga Berencana Nasional;

52. Kasubdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan,
Badan Pusat Statistik;

53. Kasubdit Mobilitas Penduduk, Direktorat
Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan
Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;

54. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc, Ph.D,
Kementerian PPN/Bappenas;

55. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, Kementerian
PPN/Bappenas;

56. Hariyadi, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PT]MI'ANGI.JNAN NASIONAI,/
KNPALA BADAN PT]RENCANAAN PI]MBANG(JN N NASIONAL,

UAMIIANG P.S. BRODJONIGORO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

J.

,/4lE-/ z--
RR. Rita Erawati


